PEMBERITAAN ANAK SEBAGAI KORBAN

KEKERASAN SEKSUAL MELALUI MEDIA

TELEVISI by YUSTISIA, SISILIA DIAN JIWA
  
92 
BAB  III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang diberitakan melalui 
media televisi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga 
Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: 
a. Persetubuhan, yakni apabila alat kelamin pria telah masuk ke dalam 
lubang kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya 
mengeluarkan air mani. 
b. Pencabulan, meskipun kadang-kadang pencabulan masuk dalam 
kategori persetubuhan. Karakteristik dari persetubuhan dan pencabulan 
yakni ada inisiatif dari korban juga dan disini tidak ada unsur 
paksaannya. 
c. Perkosaan, karakteristik dari perkosaan yakni adanya unsur paksaan 
hingga adanya kekerasan, baik yang mengakibatkan dampak luka fisik 
atau hanya berupa bekas-bekas luka fisik lainnya seperti pakaiannya 
koyak.  
Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang diberitakan 
melalui media televisi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, adalah pelecehan seksual, serangan 
seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual terjadi ketika seseorang 
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direduksi dari kemanusiaannya yang utuh menjadi sekedar makhluk atau 
objek seksual, sedangkan perkosaan diartikan sebagai hubungan seksual 
melawan hukum dengan seseorang yang masih berada di bawah umur 
sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang, tanpa mempertimbangkan 
apakah hubungan seksual tersebut bertentangan dengan kehendak korban. 
Pada umumnya hanya orang dewasa yang dapat dituduh melakukan 
kejahatan ini, sementara pelaku yang masih di bawah umur tidak. 
2. Sanksi yang dikenakan kepada media televisi yang melakukan 
pemberitaan anak korban kekerasan seksual, berdasarkan hasil penelitian 
di Lembaga Perlindungan Anak, yakni berupa pemberian surat peringatan 
atau somasi kepada media yang melakukan pemberitaan anak sebagai 
korban kekerasan seksual serta pemberian sosialisasi kepada para 
wartawan media televisi agar anak korban kekerasan seksual tidak 
diberitakan di media televisi. 
Menurut Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, sanksi yang diberikan kepada 
media televisi yang melakukan pemberitaan anak korban kekerasan seksual 
antara lain berupa sanksi administratif, yang disebutkan dalam Undang 
Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, berupa sanksi administrasi 
yakni berupa teguran lisan, pembatasan waktu atau durasi siaran serta denda 
administrasi. Selain itu ada pula yang sudah ditempuh melalui jalur hukum 
atau litigasi, yakni media televisi yang melakukan pemberitaan anak sebagai 
korban kekerasan seksual dikenakan sanksi pidana yakni berupa denda sebesar 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena menurut Komisi Penyiaran 
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Indonesia sanksi administrasi yang dijatuhkan tidak membuat adanya 
perubahan pada media televisi dan media televisi itupun masih melakukan 
pemberitaan terhadap anak korban kekerasan seksual, dengan demikian 
ditempuhlah jalur hukum.  
 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 
menyarankan :  
1. Seyogyanya Komisi Penyiran Indonesia Daerah juga ikut serta 
memberikan sosialisasi kepada para wartawan mengenai pemberitaan 
kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Lembaga 
Perlindungan Anak, supaya dalam penanganan kasus yang seharusnya 
bersifat rahasia tidak jatuh ke tangan ke pihak wartawan yang pada 
akhirnya mengekspos hal tersebut ke media elektronik khususnya media 
televisi sehingga masyarakat luas mengetahuinya.   
2. Seyogyanya Komisi Penyiaran Indonesia membuat kebijakan agar media 
televisi yang ada di Indonesia dapat mengurangi atau meniadakan acara-
acara yang mengandung hal-hal yang dapat mengakibatkan kekerasan 
seksual terhadap anak. Diperlukannya aturan hukum yang tegas untuk 
membuat jera pelaku penyebarluasan hal yang berkaitan dengan  
pemberitaan anak korban kekerasan seksual melalui media televisi  
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